Menimbang :

Mengingat :

a.

SALINAN

BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang
dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan deraj at
kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya
membayahakan kesehatan perokok aktif tetapi juga
menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan
kesehatan orang lain, untuk itu dipandang perlu Pemerintah
Kabupaten Pidie melakukan tindakan perlindungan terhadap

paparan asap rokok dengan mewujudkan kawasan tanpa
rokok;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif
Berupa Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan
Kawasan Tanpa Rokok;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten
Pidie tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3853);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4276);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5380);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor
1138 /Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 18)

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 21)
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPRK) menurut asas Otonomi dan Tugas
Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas- luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Pidie.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya
disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Pidie.

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat
SKPK adalah Unit Kerja Perangkat Kabupaten yang
mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.

7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah
ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan
merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan,
dan/atau mempromosikan produk tembakau.

8. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang
diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada
di dalam KTR.

9. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental
spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang
untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.
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10.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan
untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok
kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang
dihasilkan dari tanaman NICOTIANA TABACUM, NICOTIANA
RUSTICA, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya
mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan
tambahan.

10.Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun
terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang
dikeluarkan oleh perokok.

11.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah
Kabupaten dan/atau masyarakat.

12.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang
digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan /
atau pelatihan.

13.Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka
yang digunakan untuk kegiatan bermain anak- anak.

14.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang
memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk
beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara
permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

15.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang
dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan
kompensasi.

16.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau
terbuka, bergerak atau tutup dimana tenaga kerja bekerja,
atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu
usaha.

17. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat
diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dapatdi
manfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang
dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat.

18.Pimpinan adalah seseorang yang mempunyai tugas dan
wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas
sebuah tempat atau ruangan kegiatan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2
Qanun ini berasaskan:
manfaat;
perlindungan;

partisipasi masyarakat;dan
penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia untuk hidup
sehat.

a0 op



Pasal 3

Qanun ini bertujuan :

o TP

melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok;
membudayakan hidup sehat;

menekan angka pertumbuhan perokok pemula;dan
membatasi ruang bagi perokok, pemasaran dan
pengiklanan.

Pasal 4

Prinsip Qanun ini adalah :

a.

b.

(1)

(2)

tidak ada ruang merokok ditempat umum/ tempat keija
tertutup ;

pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan
merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan
orang lain merokok di KTR adalah bertentangan dengan
hukum.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5
KTR meliputi :
fasilitas pelayanan kesehatan;
tempat proses belajar mengajar;
tempat anak bermain;
tempat ibadah;
angkutan umum;

™o a0 TP

tempat keija;

g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf d dilarang menyediakan tempat khusus
untuk merokok dan merupakan kawasan yang bebas dari asap
rokok hingga batas pagar terluar.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a meliputi :

@ Mo Qo o

[y
.

rumah sakit;

rumah bersalin;

poliklinik;

puskesmas;

balai pengobatan;

laboratorium;

posyandu;

tempat praktek kesehatan swasta;
apotik; dan
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j- tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 7

Tempat Proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b meliputi :

a. pesantren/dayah dan balai pengajian;
sekolah;

perguruan tinggi;

balai pendidikan dan pelatihan;

balai latihan kerja;

bimbingan belajar;

tempat kursus; dan

B oo o

tempat proses belajar mengajar lainnya.

Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf ¢ meliputi :

a. penitipan anak;

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Taman Kanak-Kanak;

tempat hiburan anak; dan

oo o

tempat anak bermain lainnya.

Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d
meliputi:
a. mesjid; dan

b. mushalla.
Pasal 10

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e
meliputi :

a. bus umum;

b. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan

anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
c. angkutan umum lainnya.

Pasal 11

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f
meliputi :

a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara nasional
Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
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b. perkantoran swasta;dan
c. tempat kerja lainnya.

Pasal 12

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g
meliputi :

a. pasar modem;
. hotel;

restoran;

b
c
d. sarana olah raga tertutup; dan
e

. gedung terminal angkutan umum an tar kabupaten/kota dan
antar provinsi dalam ruang tertutup.

Pasal 13

(1) Pengelola/ pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, huruf f
dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus merokok.

(2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hams memenuhi persyaratan :

a.

merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan
langsung dengan udara luar sehingga udara dapat
bersirkulasi dengan baik.

terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain

yang digunakan untuk beraktivitas.
jauh dari pintu masuk dan keluar, dan

jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN
LARANGAN Pasal

14

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR

wajib untuk :

a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau
lokasi yang menjadi tanggung jawabnya ;

b. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang
menjadi tanggung jawabnya ;

c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat
dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya ; dan

d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang
merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama
dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah

Pasal 15

(1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.

(2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan,
mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan pada KTR di tempat umum.
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(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
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Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berdasarkan izin dari Bupati.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16
Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan dengan cara :

a. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan
prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR ;

b. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan
penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada
masyarakat;

1) mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan

Pasal 15 ; dan

2) melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar Pasal

15 kepada pimpinan /penanggungjawab KTR.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Dinas Kesehatan dan Instansi terkait melakukan
pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk
mewujudkan KTR di daerah.

Setiap Pimpinan SKPK atau penanggung jawab KTR wajib
melakukan pembinaan dan pengawasan pada instansinya
atau KTR yang berada dibawah tanggung jawabnya.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) meliputi :

a. sosialisasi dan koordinasi;

b. pemberian pedoman ;

c. konsultasi ; dan

d. monitoring dan evaluasi.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATE

Pasal 18

Pimpinan SKPK yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan Pasal 17
sesuai dengan tanggung jawabnya dikenakan sanksi
berupa :
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(3)

(1)
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a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. penundaan kenaikan pangkat;

d. non aktif dari jabatan; dan

e. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pimpinan Instansi Provinsi dan/atau Instansi Pusat di
kabupaten yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 17 sesuai dengan
tanggung jawabnya dikenakan sanksi berupa dilaporkan ke
atasannya.

Terhadap badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat
(2) sesuai dengan tanggung jawabnya dikenakan sanksi
berupa :

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan; dan

c. pencabutan izin.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang
untuk melakukan penyidikan terhadap siapapun yang
melakukan tindak pidana pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan dalam Qanun yang berlaku dalam wilayah
Hukum ditempat penyidik ditempatkan.

Dalam melaksanakan tugas penyidik, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil
mempunyai wewenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana ;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat
kejadian ;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka ;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat
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petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup
bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana dan selanjutnya melalui penyidik
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,
tersangka atau keluarganya ;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungj awabkan.

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi
dasar hukumnya dan dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian
Republik Indonesia.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

(1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang
dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp.
200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang memperjualbelikan rokok di tempat atau
area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak Rp.
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(3) Tindak pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

Pasal 21

(2) Setiap badan usaha yang mempromosikan dan
mengiklankan rokok di tempat atau area yang dinyatakan
sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat
belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Setiap badan usaha yang memperjualbelikan rokok di
tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari
dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta
rupiah).
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(4) Tindak pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

Pasal 22

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21
merupakan penerimaan daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten
Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 11 September 2019 M
11 Muharram 1441 H

BUPATI PIDIE,

ttd.
RONI AHMAD
Diundangkan : di Sigli
Pada tanggal : 11 September 2017 M Salir;(an sles;ai ;ienglankaslinya
11 Muharram 1438 H 4 g;dai‘i? Picﬁeum
/@:32/’
Plt. SEKRETARIS DAERAH Meahi ox
rahim,
KABUPATEN PIDIE, Pembina/ 19661231 200112 1 018
ttd.
MADDAN

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 NOMOR 04

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (4/97/2019)
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PENJELASAN ATAS

RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
UMUM

Rokok adalah salah satu produk tembakau atau tanaman jenis lainnya yang
dimaksudkan untuk dikonsumsi dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau
cara lain yang mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi
kesehatan manusia. Zat adiktif jika dikonsumsi manusia dapat
menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai
penyakit, selain membahayakan diri sendiri asap rokok juga
membahayakan orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif).
Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (main stream) yang mengandung
25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (side stream) yang
mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari
4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat
beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker
(karsinogenik).

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi
masyarakat perokok maupun bukan perokok atas lingkungan hidup yang
sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok.
Dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Pidie tentang Kawasan Tanpa
Rokok tidak serta merta melarang aktivitas rokok bagi masyarakat perokok,
tetapi bermaksud melakukan pengaturan mengenai tempat-tempat yang
tidak boleh diadakan aktivitas rokok, penjulan rokok dan promosi rokok
agar masyarakat terlindung dari bahaya asap rokok.

Sesuai amanat Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk
Tembakau Bagi Kesehatan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau
bagi kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa
Rokok, khususnya bagi perempuan hamil, bayi, anak-anak, orang tua dan
orang dengan masalah kesehatan. Di samping itu juga bermaksud untuk
meminimalisasi peningkatan jumlah perokok aktif, khususnya perokok
pemula dari kalangan pelajar dan pemuda lainnya dengan membudayakan
hidup sehat dan melindungi kesehatan perokok pasif.
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PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

yang dimaksud dengan promotif adalah suatu kegiatan
dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih
mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

yang dimaksud dengan preventif adalah kegiatan pencegahan
terhadap suatu masalah kesehatan.

yang dimaksud dengan kuratif adalah kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk
penyembuhan penyakit, pengutangan penderitaan akibat
penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan
agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

yang dimaksud dengan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke
dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai
anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan
masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan
kemampuannya

Angka 12

Cukup Jelas



Angka 13

Cukup Jelas
Angka 14

Cukup Jelas
Angka 15

Cukup Jelas
Angka 16

Cukup Jelas
Angka 17

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas
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Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
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